ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting bagi
manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin pengaturan sumber
daya alam di dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Tujuan yang ingin dicapai adalah
setiap warga negara memperoleh kepastian hukum dan tercapainya kemakmuran
bersama. Objek hukum tanah adalah hak-hak penguasaan atas tanah. Di
Indonesia, aturan mengenai tanah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang merupakan
hukum agraria nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa ada
pengecualian. Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa dan diakui oleh Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah hingga saat ini di
Daerah Istimewa Yogyakarta masih berlaku Instruksi Wakil Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/l/A/1975 yang mengatur tentang
penyeragaman policy (kebijakan) pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI
Non Pribumi di mana WNI Non Pribumi tidak boleh memilki tanah dengan status
Hak Milik. Di tahun 1984 telah diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur
tentang pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984.
Dengan tetap diberlakukannya Instruksi Wakil Kepala Daerah ini tentu saja
bertentangan pasal 27 ayat 1 UUD 1945, pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan pasal
28H ayat 4 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tindakan
diskriminasi rasial dan etnis ini tidak sesuai dengan asas persamaan kedudukan di
dalam hukum (equality before the law), serta tidak adanya pengakuan, jaminan
dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (human dignity). Penggunaan istilah
non pribumi di dalam Instruksi Wakil Kepala Daerah juga bertentangan dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998
tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Apabila
ditinjau dari asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan teori Jenjang
Norma Hukum dari Hans Nawiasky maka Instruksi Wakil Kepala Daerah tersebut
seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang ada di atasnya.
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